ABSTRAK

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi vertikal
Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi
Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan
Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
mengimplementasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerima limpahan wewenang
salah satunya terkait dengan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Menteri
Hukum dan HAM, kemudian dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
Bantuan Hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang
disebut sebagai Penerima Bantuan Hukum. Rumusan permasalahan dalam
penelitian ini adalah pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM dalam Bidang Bantuan Hukum, dan hambatan-hambatan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas Bantuan Hukum lalu
upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan
pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Bidang
Bantuan Hukum. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan dengan studi
kepustakaan disertai wawancara, analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas Bantuan
Hukum berwenang mengawasi, memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum
dan melakukan verifikasi, akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah kerjanya. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas Bantuan Hukum
mengalami hambatan yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran,
Sarana, Prasarana, dan Terdapat Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan
Hukum yang kurang responsif. Penelitian ini merekomendasikan antara lain
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas
mengutamakan gerakan Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif;
adanya penambahan Sumber Daya Manusia; dan perlu meningkatkan koordinasi
dengan Lembaga Bantuan Hukum.
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